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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya maka didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut 

1. Aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga ternyata belum mampu memberikan 

perlindungan terhadap korban KDRT hal ini dikarenakan pada dasarnya 

UU PKDRT mempunyai dua aspek hukum yakni hukum perdata dan 

pidana, namun di dalam aturannya tidak terdapat satu pasalpun yang 

mengatur konsekuensi tindak pidana secara keperdataan sehingga aspek 

keperdataan dalam UU PKDRT sulit untuk diputuskan di pengadilan. 

Aspek keperdataan dalam konsekuensi tindak pidana sebagai contoh 

adalah aturan bahwa perbuatan KDRT yang dilakukan oleh suami atau 

istri dapat menyebabkan perceraian, sehingga apabila dikehendaki oleh 

korban maka pelaku dapat dijatuhi hukuman sekaligus bercerai dari 

pelaku.  

2. Implementasinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dalam proses persidangan 

belum diimplementasikan dengan baik, karena masih terdapat perlakuan 

kepada korban yang belum sesuai dengan undang-undang di dalam 

praktek penanganan dan perlindungan korban. Bentuk dari belum 
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diimplementasikannya UU PKDRT tersebut adalah belum adanya perintah 

perlindungan bagi korban oleh penyidik/pengadilan kepada LSM, belum 

sesuainya waktu yang dibutuhkan oleh kepolisian dalam menangani kasus 

KDRT yang seharusnya bisa diselesaikan kurang dari 30 (tiga puluh) hari 

dan masih adanya keengganan korban untuk melaporkan kekerasan yang 

dialaminya akibat ketidaktahuan tentang hukum maupun pandangan tabu 

oleh masyarakat bahwa sesungguhnya urusan keluarga tabu untuk 

diketahui oleh pihak lain. 

 

B. Saran  

1. Hendaknya aturan yang ada di dalam UU PKDRT disempurnakan dengan 

adanya aturan mengenai konsekuensi tindak pidana KDRT secara 

keperdataan sehingga korban KDRT benar-benar mendapatkan 

perlindungan dalam proses peradilan, sehingga korban KDRT tidak 

dibebani dengan proses persidangan yang berulang-ulang. 

2. Hendaknya kepolisian, LSM dan pengadilan benar-benar 

mengimplementasikan aturan yang ada di dalam UU PKDRT dalam proses 

penanganan dan perlindungan korban KDRT sehingga korban benar-benar 

bisa mendapatkan hak-haknya secara baik. 
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